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Sejarah Bondowoso bermula dengan adanya pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah Selatan pada
Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah
beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya
beliau sebagai Demang di daerah yang baru dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa
dikenal dengan Raden Bagus Assra.

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau
hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang
memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya
menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat
Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar
M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

Secara struktur wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada di
wilayah bagian Timur Jawa Timur.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada 1137048°107-1137048°26” Bujur Timur dan
77050°10”-77056’41” Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km2 atau 3,26% dari total luas Provinsi
Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

1) Bagian Utara : Kabupaten Situbondo.

2) Bagian Selatan : Kabupaten Jember.

3) Bagian Timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
4) Bagian Barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di JI. Lethan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, memiliki 23
Kecamatan 10 Kelurahan 209 Desa serta dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terbagi : Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, 7 Badan, 16 Dinas,
Inspektorat, RSUD dr. H. Koesnadi, BUMD PDAM dan BUMD PT Bondowoso Gemilang.

Kemudian ketentuan perundang-undangan yang melandasi Kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 62).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku
pengelola keuangan daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas akuntansi berkomitmen untuk terus meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Daerah
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Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan
sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso dimulai pada Tahun 2002, dimana Tahun 2022
merupakan tahun kedelapan penerapan basis akrual penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun dengan metode
pencatatan akuntansi berbasis akrual (Accrual Basic Accounting) dalam upaya menyajikan informasi keuangan
yang transparan, akurat dan akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :
1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.

2. Mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
1. Menyedikan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai

seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya

telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-2



2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1513);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowaoso Tahun 2019 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bondowoso;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-
2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah yang Sudah Kadaluwarsa;

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso;

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2014 Nomor 34);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan
Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2016 Nomor 64);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor
59);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 118);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2022 Nomor 60); dan

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 62).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
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BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB Il Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan
51 Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan-LRA;
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus/(Defisit)
5.1.5 Pembiayaan Netto
5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Neraca

5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
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Bab 11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang didukung oleh pemerintah pusat dan
provinsi melalui berbagai dana transfer daerah, tugas pembantuan dan dekonsentrasi serta peran pihak swasta
dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Terdapat beberapa indikator yan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah antara lain:
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka
Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik
dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 2-1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022

N Uraian Lapangan Usaha PDRB ADHK PDRB ADHB
0 pang Th 2020 | Th 2020 Th 2021 Th2022 [ Th2021 [ Th 2022
1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 3.729,46 3.818,35 3.756,87 5.946,49 6.204,93 6.489,78
2 Pertambangan dan Penggalian 252,97 257,49 272,71 373,69 388,06 425,65
3 Industri Pengolahan 3.235,13 3.358,39 3.567,46 4.762,09 5.140,41 5.788,78
4 Pengadaan Listrik dan Gas 6,78 6,94 7,41 8,59 9,01 9,74
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan 11,35 12,06 11,97 14,50 15,68 16,12
Daur Ulang
6 Konstruksi 1.103,62 1.107,78 1.182,05 1.822,06 1.852,41 2.091,20
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 2.050,86 2.182,66 2.330,19 2.879,94 3.136,50 3.520,24
Mobil dan Sepeda
8 Transportasi dan Pergudangan 101,09 113,59 129,60 141,96 158,08 189,64
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 82,23 84,00 94,07 125,73 132,78 155,04
1 Informasi dan Komunikasi 974,90 1.041,68 1.073,90 1.110,70 1.188,01 1.236,89
0
1 Jasa Keuangan dan Asuransi 395,12 399,27 403,80 575,49 596,56 641,28
1
1 Real Estat 173,40 175,91 185,14 238,22 243,67 259,97
2
1 Jasa Perusahaan 46,84 47,61 49,86 73,42 76,35 81,73
3
1 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan 437,46 440,13 433,39 697,42 697,89 702,78
4 Jaminan Sosial
1 Jasa Pendidikan 518,54 529,62 539,84 724,71 741,71 764,93
5
1 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 116,62 121,78 123,44 156,88 167,71 175,56
6
1 Jasa Lainnya 215,39 224,39 248,51 283,69 302,49 352,51
7
Jumlah 13.451,; 13.921,2 14.410,21 19.935,3 21.052,% 22.901,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.19,94 triliyun pada tahun 2020, menjadi
Rp.21.05 triliyun pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai Rp.22,90 triliun. Begitu pula PDRB ADHK
meningkat dari Rp.13,45 triliyun tahun 2020, meningkat menjadi Rp.13,92 triliyun pada tahun 2021 dan tahun
2022 mencapai angka sebesar Rp.14,41 triliyun.

Pada tahun 2022, struktur ekonomi Bondowoso mengalami perubahan, beberapa sektor lapangan usaha
mengalami peningkatan yang signifikan antara lain : Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda, serta Jasa Lainnya. Enam sektor lapangan usaha diatas mengalami peningkatan nilai komoditas barang
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dan jasa (atas dasar harga berjalan) di atas 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan sektor lainnya

juga mengalami perubahan yang meningkat positif dengan kisaran dibawah 10%.

Ekonomi Bondowoso tahun 2022 mengalami
3,49% 3,51%
percepatan pertumbuhan sebesar 3,51%.
Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Bondowoso
selama 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari
00% tahun 2020, 2021 dan 2022.
Pertumbuhan Ekonomi
138% Kabupaten Bondowoso 2020-2022

Th 2020 Th 2021 Th 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada tahun 2020, dengan merebaknya virus corona, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso
mengalami tekanan yang sangat berat dengan kontraksi sebesar 1,38%. Pertumbuhan ekonomi minus
menunjukkan melemahnya tingkat produktivitas dan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai beredarnya virus corona membawa dampak
kepada menurunnya perekonomian. Masyarakat tidak leluasa dalam beraktivitas secara ekonomi dan dari sisi
produksi mengalami penurunan yang sangat tajam karena rendahnya permintaan terhadap barang. Pada tahun
2021, khususnya pada triwulan 1l dan 1V, dengan mulai melandainya pandemi Covid 19, aktivitas
perekonomian mulai meningkat hingga akhir periode 2021 di Kabupaten Bondowoso ekonomi tumbuh positif
pasda angka 3,49%. Berbagai stimulan oleh pemerintah (pusat dan daerah) yang diintervensi kepada masyarakat
baik program yang bersifat bantuan langsung tunai dan pemberdayaan ekonomi telah memberikan dorongan
kepada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pada tahun 2022, dengan dilonggarkannya PPKM telah
mendorong aktivitas perekonomian semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi Bondowoso mencapai angka
3,51%.

Tabel 2-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022

N Uraian Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Ekonomi
0 pang Th 2020 Th 2021 Th 2022
1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 1,26% 2,38% -1,61%
2 Pertambangan dan Penggalian -6,24% 1,79% 5,91%
3 Industri Pengolahan 0,33% 3,81% 6,23%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,09% 2,34% 6,77%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang 3,96% 6,31% -0,77%
6 Konstruksi -6,10% 0,38% 6,70%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda -8,23% 6,43% 6,76%
8 Transportasi dan Pergudangan -4,87% 12,37% 14,09%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -18,18% 2,15% 11,99%
1 Informasi dan Komunikasi 8,35% 6,85% 3,09%
0
1 Jasa Keuangan dan Asuransi -0,47% 1,05% 1,13%
1
1 Real Estat 2,77% 1,44% 5,25%
2
1 Jasa Perusahaan -7,26% 1,65% 4,72%
3
1 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial -2,48% 0,61% -1,53%
4
1 Jasa Pendidikan 2,53% 2,14% 1,93%
5
1 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,32% 4,43% 1,36%
6
1 Jasa Lainnya -14,02% 4,18% 10,75%
7

Pertumbuhan Ekonomi -1,38% 3,49% 3,51%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023
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Dari sisi produksi, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir semua lapangan usaha,
kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi masing-masing
sebesar 1,61%; 1,53%; dan 0,80%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan
Pergudangan sebesar 14,09%. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,99%. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Jasa
Lainnya juga tumbuh diatas sepuluh persen, yaitu sebesar 10,75%. Lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Motor yang tumbuh sebesar 6,76%. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 6,72%.
Lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 6,70% di tahun 2022.

Tabel 2-3 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022

No Uraian Lapangan Usaha Distribusi PDRB ADHB
Th 2020 Th 2021 Th 2022
1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 29,83% 29,47% 28,34%
2 Pertambangan dan Penggalian 1,87% 1,84% 1,86%
3 Industri Pengolahan 23,89% 24,42% 25,28%
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04% 0,04% 0,04%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang 0,07% 0,07% 0,07%
6 Konstruksi 9,14% 8,80% 9,13%
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 14,45% 14,90% 15,37%
8 Transportasi dan Pergudangan 0,71% 0,75% 0,83%
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,63% 0,63% 0,68%
10 Informasi dan Komunikasi 5,57% 5,64% 5,40%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,89% 2,83% 2,80%
12 Real Estat 1,19% 1,16% 1,14%
13 Jasa Perusahaan 0,37% 0,36% 0,36%
14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 3,50% 3,32% 3,07%
15 Jasa Pendidikan 3,64% 3,52% 3,34%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,79% 0,80% 0,77%
17 Jasa Lainnya 1,42% 1,44% 1,54%
Jumlah 100% 100% 100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023
Struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso masih sangat tergantung pada sektor pertanian karena

sektor ini masih menjadi penyumbang paling besar terhadap total PDRB 2022 yaitu sebesar 28,34%, meskipun
mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 29,47%. Perubahan terhadap struktur ekonomi
Bondowoso mengarah kepada sektor Industri pengolahan dimana sektor ini memiliki angka distribusi PDRB
terbesar kedua yang mencapai angka 25,28% meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2021) yang mencapai
angka 24,42%.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,28%,
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,37%, Konstruksi sebesar 9,13%,
serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,40%.

2. PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap
penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita
penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan
PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci

sebagai berikut:

Tabel 2-4 PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso
Tahun 2020-2022 (juta)

. . Tahun
No Uraian PDRB Per kapita 5020 2021 5022
1 2 3 4 5
1 ADHB (Rp) 25,706 27,041 29,30
2 ADHK (Rp) 17,345 17,882 18,441

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023
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PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2022 mencapai Rp.29,30
juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas
barang dan jasa sebesar Rp.2,44 juta/bulan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2022 mencapai
angka Rp.18,44 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan
jasa rata-rata sebesar Rp.1,53 juta/per bulan.

PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 3 (tiga) tahun
terus mengalami peningkatan yang menunjukkan aktivitas perekonomian di Bondowoso bergeliat ke arah positif
pada setiap penduduk. Kondisi ini didukung oleh situasi yang kondusif dengan semakin melandainya pandemi
covid 19 dan kebijakan penanganan pandemi covid oleh pemerintah.

3. Indeks Gini
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau

kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.
Tabel 2-5 Indek Gini Kabupaten Bondowoso 2020-2022

No Uraian Th 2020 Th 2021 Th 2022
1 2 3 4 5
1 Gini Rasio 0,329 0,334 0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio)
sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 0,365 atau meningkat 0,031 point
dari tahun 2021. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Bondowoso cenderung meningkat meskipun
masih dalam kategori ketimpangan rendah namun hal ini menjadi perhatian pemerintah agar ketimpangan yang
ada dapat diperkecil sehingga gap pengeluaran antar penduduk tidak menjadi semakin lebar.
4. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2022

Persentase Garis Kemiskinan/GK Jumlah Indeks Kedalaman Indeks Keparahan
Tahun Penduduk (rupiah per Penduduk Miskin P 5 1ep
s h P Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2)
Miskin kapita sebulan) (ribu jiwa)
2020 14,17 408.352 110,24 2,16 0,50
2021 14,73 423.150 115,18 2,19 0,49
2022 13,47 449.760 105,69 1,62 0,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kemiskinan di Bondowoso mengalami perkembangan yang
berfluktuatif yang disebabkan oleh pandemic covid 19. Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2020
sebesar 14,47%, meningkat 0,56 point pada tahun 2021 menjadi sebesar 14,73%. Sedangkan pada tahun 2022,
angka kemiskinan  menunjukkan hasil yang positif menurun sebanyak 1,26 point dari tahun 2021 menjadi
13,47%.

Jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di
Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 mencapai 105,69 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 9,49 ribu
jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 115,18 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan
yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun
2022 sebesar Rp.449.760,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.26.610,00 per kapita per bulan atau
meningkat sebesar 6,29 persen, bila dibandingkan kondisi tahun 2021 yang sebesar Rp.423.150,00. Peningkatan
Garis Kemiskinan yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat khususnya pada 40% penduduk di level
bawah akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Permasalahan yang timbul pada kemiskinan tidak hanya pada jumlah dan persentase penduduk miskin
tetapi juga berkembang pada tingkat kedalaman daan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan
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(P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan nilai di sebesar 0,57 poin menjadi 1,62 pada tahun 2022
sehingga tingkat pengeluaran penduduk miskin di Bondowoso semakin mendekati pada Garis kemiskinan.
Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk menangani tingkat kemiskinan menjadi
lebih mudah khususnya pada bantuan langsung tunai dengan pembiayaan yang semakin mengecil.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,49 pada 2021, menjadi 0,33 pada
2022. Kondisi ini cenderung membaik karena karakter kemiskinan yang ada di Bondowoso menjadi lebih
homogen sehingga penanganan kemiskinan lebih dapat difokuskan pada program-program tertentu.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Sakernas Agustus 2022, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten
Bondowoso mencapai 4,32% menurun sebanyak 0,14% dari tahun 2021 yang mencapai 4,46%. Pada tahun
2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai angka 74,61% meningkat dari tahun 2021 yang mencapai
73,89%. Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya tingkat partisipasi kerja menunjukkan bahwa
kesempatan bekerja penduduk semakin besar dan peluang kerja di masyarakat juga semakin meningkat. Adapun

data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:
Tabel 2-7 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2022

- Tahun
No Rincian
2020 2021 2022

1 2 3 5 6

1 Usia Kerja 628.608 632.700 636.559
2 Angkatan Kerja 472.018 467.488 474.928
3 Bukan angkatan Kerja 156.590 165.212 161.631
4 Bekerja 452.545 446.653 454.395
5 Pengangguran Terbuka 19.473 20.835 20.533
6 Tingkat pengangguran Terbuka 4,13% 4,46% 4,32%
7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 75,09% 73,89% 74,61%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Tahun 2022, jumlah pengangguran di Bondowoso mencapai 20.533 orang, menurun sebanyak 302
orang dari tahun 2021 yang mencapai 20.835 orang. Menurunnya jumlah pengangguran menjadikan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di Bondowoso juga menurun dari 4,46% pada tahun 2021 menjadi 4,32% pada
tahun 2022.

Pada tahun 2022, Penduduk yang bekerja sebanyak 454.395 orang, bertambah 7.742 orang dari Agustus
2021 yang sebesar 446.653 orang. Sektor jasa menjadi kontribusi terbesar dengan persentase orang yang bekerja
mencapai 40,44%, berikutnya sektor pertanian dan manufaktur dengan persentase orang bekerja sebesar 38,31%
dan 21,25%. Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, Jasa dan Manufaktur yang mengalami peningkatan

persentase, berbanding terbalik dengan sektor pertanian yg turun sebesar 7,47 poin persen orang yang bekerja
Tabel 2-8 Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2022

No Jenis Pekerjaan Th 2020 Th 2021 Th 2022
1 Pertanian 218.713 204.486 174.079
2 Industri 91.676 87.302 96.559
3 Jasa 142.156 154.865 183.757

Jumlah 452.545 446.653 446.653

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

6. Indeks pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten

Bondowoso selama kurun waktu 2020-2022 terus mengalami peningkatan.
Tabel 2-9 Perkembangan IPM Tahun 2020-2022

No Uraian Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022

2 3 4 5
Indek pembangunan Manusia (IPM) 66,43 66,59 67,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari
66,43 pada tahun 2020 menjadi 67,31 pada tahun 2022. Menurunnya kasus COVID-19 dibandingkan tahun
sebelumnya memberikan dampak terhadap terhadap pembangunan manusia di Bondowoso.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur
panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak
terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dengan melihat capaian masing-masing komponen, diharapkan
Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing.
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Tabel 2-10 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2022

No Uraian T;gzuon T;gzuln T;(r)]zuzn
1 2 3 4 5

1 Umur Harapan Hidup (UHH) 66,74 th 66,89 th 67,29 th
2 Harapan Lama sekolah (HLS) 13,28 th 13,29 th 13,31 th
3 Rata Lama Sekolah (RLS) 5,93 th 5,94 th 6,22 th
4 Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00) 10.610,00 10.690,00 10.851,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Peningkatan IPM tahun 2020-2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indicator pembentuknya,

yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks
pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.
Pada indikator  pendidikan,  untuk = komponen  Harapan Lama  Sekolah  (HLYS)

tahun 2022 tercatat sebesar 13,31 tahun lebih tinggi 0,02 poin dibanding sebelumnya (tahun 2021) yaitu 13,29
tahun, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25 thn +) tahun 2022
mencapai 6,22 tahun atau meningkat 0,28 poin dibanding tahun sebelumnya (tahun 2021) yang mencapai 5,94
tahun. Peningkatan komponen pendidikan dalam IPM menjadikan Indeks Pendidikan juga mengalami
peningkatan, tahun 2022 mencapai 57,71 atau meningkat 0,99 poin dari tahun 2021 yang mencapai 56,72.

Komponen kesehatan, proyeksi dari bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat
hidup mencapai 67,29 tahun, lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2021 yang
mencapai 66,89 tahun. Berbagai upaya yang dilakukkan untuk menambah angka harapan hidup juga
meningkatkan Indeks Kesehatan Masyarakat Bondowoso yang mencapai 72,75 pada tahun 2022 ataun
meningkat 0,62 poin dari tahun 2021 yang mencapai 72,14.

Dimensi standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan
2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Bondowoso yang disesuaikan
mencapai Rp.10,85 juta per tahun, naik tipis 1,48% dibanding tahun 2021 lalu yang mencapai Rp.10,69 juta.
Hal ini sejalan dengan adanya perbaikan kondisi ekonomi seiring menurunnya kasus Covid-19. Peningkatan
pengeluaran per kapita penduduk Bondowoso memberikan perbaikan pada Indeks Pengeluaran yang mencapai
72,63 pada tahun 2022 atau meningkat 0,46 poin dari tahun 2021 yang mencapai 72,18.

2.2 Kebijakan Keuangan
A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kebijakan yaitu
dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi
tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan terutama peningkatan
kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan anggaran untuk pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan
Kabupaten Bondowoso sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain — lain pendapatan daerah yang sah.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan restribusi daerah melalui upaya penertiban
pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan sehingga diharapkan
mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah;

2. Melakukan rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang potensial serta mendukung sektor
perekonomian;

3. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;

4. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Pengawasan obyek pajak pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidentil (pagelaran musik,
pertandingan olah raga, dan lain-lain);

6. Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian masalah data obyek dan subyek pajak;

7. Penetapan pengenaan pajak dan restribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang
terhutang;

8. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada
petugas pemungut dan wajib pajak;

9. Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
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10. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi
petugas pajak;

11. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah,
pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan
percepatan penerimaan pendapatan daerah;

12. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah; dan

13. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual.

Dana Perimbangan

Kebijakan dana perimbangan yaitu:

1. Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa
pendapatan bagi hasil bagi daerah;

2. Menetapkan target pajak / bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal; dan

3. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi
terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus.
Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi.

Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan
anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai potensi dan
permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan setiap belanja
yang dikeluarkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah selalu
diperhatikan beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja daerah antara lain:

1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi
maupun yang dilarang;

2. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan
proses dan mekanisme penganggaran daerah;

3. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan
mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat;

4. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik
yang berasal dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketetuan
yang dipersyaratkan;

5. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat; dan

6. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan pada penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan guna mengatasi defisit belanja daerah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pembiayaan
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan optimalisasi pengeluaran pembiayaan guna menjaga
kesinambungan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Tahun 2022
melaksanakan peningkatan prioritas pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.
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Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil,
pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,
komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan
olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan urusan kearsipan.

Kemudian urusan pilihan mencakup urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan,
perindustrian dan urusan transmigrasi. Serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan
administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
dan penelitian dan pengembangan.

Pencapaian Target Kinerja APBD
Pendapatan
Pencapaian target kinerja APBD — Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-11 Pencapaian Target Kinerja APBD — Pendapatan

No Uraian Ref Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
1| PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5444 186.303.243.802,00 | 189.504.490.467,06 | 101,67 | 223.136.567.608,50
3 Pendapatan Pajak Daerah 51114 45273.760250,00 | 4139727029300 | 9144 35.114.763.839,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 51112 19.117.131.398,00 16.881.328.762,00 | 88,30 14.367.036.052,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan 51113
Kekayaan Daerah Yang 4.544.375.370,00 4.544.375.373,27 100,00 4.260.079.389,45
Dipisahkan
6 ;::]”é'g';‘hpe”dapata” AsiiDaerah | 54414 | 117457.976.78400 | 126.681516.03879 | 107,85 | 169.394.688.328,14
7 PENDAPATAN TRANSFER 5142 | 1.675547.665.000,00 | 1.678.782.423998,00 | 10019 | 1.729.631.641.136,14
8 PENDAPATAN TRANSFER 51421 | 1.312.786.233.620,00 | 1.297.910.080.036,00 | 98,867 | 1.323.758.092.095,00
PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN
9 Dana Bagi Hasl 51 '11'2'1' 124.623.041.00000 | 163.050.87659300 | 130,84 | 142.767.234.998,00
10 Dana Alokasi Umum 51 '12'2'1' 829.617.676619.00 | 829501.176.619,00 | 10000 | 843.159.769.000,00
11 Dana Alokasi Khusus-Fisik il '13'2'1' 113.136.763.000,00 95.866.127.14200 | 8473 136.481.721.719,00
12 Dana Alokasi Khusus-Non Fisk | > '1‘2'1' 245408.753.001,00 | 209401.899.68200 | 8533 | 201.349.366.378,00
13 PENDAPATAN TRANSFER | 54422 | 239.393.195.00000 | 239.393.195.000,00 | 100,00 | 273.759.249.000,00
PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
14 Dana Insentif Daerah il '11'2'2' 7.725.363.000,00 7.725363.00000 | 100,00 37.542.241.000,00
15 Dana Desa 51 '12'2'2' 231.667.832.000,00 | 231.667.832.000,00 | 100,00 | 236.217.008.000,00
16 Ei’égﬁﬂ”‘\" TRANSFER ANTAR | 54123 | 123.368236.380,00 | 141.479.148.962,00 | 114,68 | 132.114.300.041,14
17 Pendapatan Bagi Hasi 51 '11'2'3' 1025647133800 | 120.622425962,00 | 117,61 | 121.070561.684,00
18 Bantuan Keuangan s1123 2080352300000 |  20.856.723.000,00 | 100,26 11.043.738.357,14
19 VRW&L?L'ﬂ PENDAPATAN DAERAH | 54 13 42.812.696.109,00 4019147994400 | 9388 | 101.582.419.780,00
20 Pendapatan Hibah 51131 11.601.665.000,00 1160166500000 | 100,00 0.00
2 Lain-ain Pendapatan Sesuai 51132 3121103110000 | 2858081494400 | 9160 | 101562419.780,00
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
22 | JUMLAH PENDAPATAN 511 | 1.904753.604911,00 | 1.008.478.394409,06 | 10020 | 2.054350.628.524,73

Dari pencapaian target kinerja pendapatan daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi
pendapatan tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa
permasalahan yang disebabkan kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi Covid-19 melalui
pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa target kinerja Pendapatan Asli Daerah tahun 2022
tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Dapat dijelaskan bahwa mekanisme pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan
jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem self assessment yang memberikan kewenangan kepada
wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Pajak hiburan dan pajak penerangan jalan
merupakan jenis pajak dengan sistem self assessment.Selanjutnya pajak reklame dan pajak air tanah
dipungut dengan sistem official assesment, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Belanja
Pencapaian target kinerja APBD — Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-14



Tabel 2-12 Pencapaian Target Kinerja APBD - Belanja

No Uraian Ref Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021
1 BELANJA
2 BELANJA OPERASI 5.1.21 1.564.265.715.283,00 | 1.377.797.615.369,66 | 88,08 | 1.410.349.479.042,56
3 Belanja Pegawai 51211 896.049.525.332,00 787.984.360.335,00 87,94 799.417.410.997,00
4 Belanja Barang dan Jasa 51212 544 .585.852.641,00 475.352.226.339,66 87,29 444.016.600.988,70
5 Belanja Subsidi 51213 2.183.163.800,00 2.183.163.800,00 | 100,00 1.183.163.800,00
6 Belanja Hibah 51214 96.551.774.010,00 93.266.283.855,00 | 96,60 130.514.844.220,06
7 Belanja Bantuan Sosial 51215 24.895.399.500,00 19.011.581.040,00 | 76,37 35.217.459.036,80
8 BELANJA MODAL 5.1.2.2 218.487.359.953,00 190.396.577.000,00 87,14 196.554.645.695,81
9 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin 51.2.2.1 94.925.081.919,00 86.205.466.900,00 90,81 95.221.279.024,00
10 gee'gﬂgw'°da"83”9”“a” dan 51222 | 60780.390.02400 |  48.977.092.15500 | 80,58 42.446.436.867,21
11 ?:J;rg:n“"“a”a'a“* Irigasi dan 51223 | 5450152696500 | 4838638284000 | 88,63 51.677.563.443,60
12 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya 51224 7.190.361.045,00 6.802.635.105,00 94,61 7.025.222.811,00
13 Belanja Modal-Aset Lainnya 51225 1.000.000.000,00 25.000.000,00 2,50 184.143.550,00
14 BELANJA TAK TERDUGA 51.2.3 2.976.361.105,00 1.149.787.428,00 | 38,63 1.006.063.700,00
15 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3.1 2.976.361.105,00 1.149.787.428,00 | 38,63 1.006.063.700,00
16 JUMLAH BELANJA 5.1.2 1.785.729.436.341,00 1.569.343.979.797,66 87,88 1.607.910.188.438,37
17 BELANJA TRANSFER
18 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 5131 4.527.376.025,00 4,527.376.025,00 100,00 4.154.754.200,00
Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
19 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 5132 0,00 0,00 0,00 2.010.995.353,00
Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah
Desa
20 Belanja Bantuan Keuangan Daerah 51.33 327.091.903.762,00 327.038.076.262,00 | 100,00 349.725.867.316,00
Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa
21 | JUMLAH TRANSFER 5.1.3 331.619.279.787,00 331.565.452.287,00 | 99,98 355.891.616.869,00
22 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.117.348.716.128,00 1.900.909.432.084,66 89,78 1.963.801.805.307,37
23 SURPLUS/DEFISIT 5.1.4 (212.595.111.217,00) 7.568.962.324,40 (3,56) 90.548.823.217,36
24 PEMBIAYAAN
25 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.41 227.595.111.217,00 227.726.349.216,93 100,02 137.046.287.999,57
26 Penggunaan SiLPA 51411 227.595.111.217,00 227.595.111.216,93 100,00 136.906.969.499,57
27 Penerimaan Kembali Pemberian 51412 0,00 13123800000 | 0,00 139.318.500,00
Pinjaman Daerah
28 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.4.2 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
29 Pembentukan Dana Cadangan 51421 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 | 100,00 0,00
30 PEMBIAYAAN NETTO 212.595.111.217,00 212.726.349.216,93 100,06 137.046.287.999,57
31 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 5.1.5 0,00 220.295.311.541,33 0,00 227.595.111.216,93
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Bab 111
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang
Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang
lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan
penganggaran berbasis kas secara lebih luas mulai Tahun 2015. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan
dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga
mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah meliputi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Koeshadi dan Dana Belanja
Operasional Sekolah (BOS). Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64
Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah
yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2022 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima
pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02
tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pendapatan sebesar
Rp1.904.753.604.911,00 dan terealisasi sebesar Rp1.908.478.394.409,06 atau sebesar 100,20%.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.054.350.628.524,73, realisasi
pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rpl145.872.234.115,67 atau 7,10% dari realisasi
pendapatan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja dan belanja transfer untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bondowoso
menganggarkan sebesar Rp2.117.348.716.128,00 dan terealisasi sebesar Rp1.900.909.432.084,66 atau
sebesar 89,78%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.963.801.805.307,37
realisasi belanja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp62.892.373.222,71 atau sebesar 3,20%.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2022 dalam
melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar,
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah
sebagai berikut:

Tabel 3-1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi dan Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGARAN REALISASI %
A PENDAPATAN 1.904.753.604.911,00 | 1.908.478.394.409,06 100,20
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 121.195.337.148,00 125.822.115.198,12 103,82
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 121.025.620.000,00 125.667.902.148,12 103,84
Dinas Kesehatan 11.000.000.000,00 9.737.318.237,00 88,52
Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi 110.025.620.000,00 115.930.583.911,12 105,37
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 169.717.148,00 154.213.050,00 90,86
PENATAAN RUANG
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi 169.717.148,00 154.213.050,00 90,86
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 6.004.802.250,00 6.648.241.395,00 110,72
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 121.608.000,00 154.046.000,00 126,67
- Dinas Lingkungan Hidup 121.608.000,00 154.046.000,00 126,67
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.255.690.250,00 3.994.888.600,00 93,87
Dinas Perhubungan 4.255.690.250,00 3.994.888.600,00 93,87
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 1.436.104.000,00 1.704.826.045,00 118,71
MENENGAH
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- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1.436.104.000,00 1.704.826.045,00 118,71
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 648.883.050,00 0,00
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 0,00 648.883.050,00 0,00
Tenaga Kerja
5  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 191.400.000,00 145.597.700,00 76,07
INFORMATIKA
- Dinas Komunikasi dan Informatika 191.400.000,00 145.597.700,00 76,07
Il URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.023.155.113,00 669.084.495,00 65,39
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 611.242.000,00 279.261.580,00 45,69
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 611.242.000,00 279.261.580,00 45,69
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 411.913.113,00 389.822.915,00 94,64
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 219.139.948,00 212.356.915,00 96,90
- Dinas Peternakan dan Perikanan 192.773.165,00 177.466.000,00 92,06
IV UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.776.530.310.400,00 | 1.775.338.953.320,94 99,93
1 KEUANGAN 1.776.530.310.400,00 | 1.775.338.953.320,94 99,93
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.731.256.550.150,00 | 1.733.941.683.027,94 100,16
- Badan Pendapatan Daerah 45.273.760.250,00 41.397.270.293,00 91,44
5 BELANJA 2.117.348.716.128,00 | 1.900.909.432.084,66 89,78
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 1.216.592.755.766,00 | 1.071.905.660.749,66 88,11
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 627.631.129.165,00 551.931.845.460,00 87,94
- Dinas Pendidikan 627.631.129.165,00 551.931.845.460,00 87,94
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 404.475.147.584,00 361.480.693.179,66 89,37
- Dinas Kesehatan 205.948.428.096,00 176.205.617.715,96 85,56
- Rumah Sakit Unum DR. H. Koesnadi 198.526.719.488,00 185.275.075.463,70 93,33
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 124.377.177.909,00 114.042.944.942,00 91,69
PENATAAN RUANG
- Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi 88.984.282.143,00 80.200.665.184,00 90,13
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 35.392.895.766,00 33.842.279.758,00 95,62
Ruang
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 0,00 0,00 0,00
PERMUKIMAN
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 0,00 0,00 0,00
Ruang
5  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 28.764.344.771,00 16.196.776.028,00 56,31
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Satuan Polisi Pamong Praja 10.306.063.387,00 9.622.041.656,00 93,36
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.458.281.384,00 6.574.734.372,00 35,62
6  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 31.344.956.337,00 28.253.401.140,00 90,14
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 31.344.956.337,00 28.253.401.140,00 90,14
Keluarga Berencana
Il URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 125.708.282.326,00 111.464.397.917,00 88,67
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.123.155.971,00 5.543.769.366,00 90,54
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 6.123.155.971,00 5.543.769.366,00 90,54
Tenaga Kerja
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 0,00 0,00
DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 0,00 0,00 0,00
Keluarga Berencana
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 0,00 0,00
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 0,00 0,00
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 0,00 0,00 0,00
Ruang
5  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 20.692.704.512,00 18.768.899.563,00 90,70
- Dinas Lingkungan Hidup 20.692.704.512,00 18.768.899.563,00 90,70
6  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 5.569.812.860,00 5.134.716.393,00 92,19
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.569.812.860,00 5.134.716.393,00 92,19
7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 16.999.330.353,00 14.960.430.048,00 88,01
MASYARAKAT DAN DESA
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.999.330.353,00 14.960.430.048,00 88,01
8  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 0,00 0,00
DAN KELUARGA BERENCANA
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 0,00 0,00 0,00
Keluarga Berencana
9  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 24.448.495.300,00 23.460.913.284,00 95,96
- Dinas Perhubungan 24.448.495.300,00 23.460.913.284,00 95,96
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 14.994.294.562,00 14.615.171.247,00 97 47
0  INFORMATIKA
- Dinas Komunikasi dan Informatika 14.994.294.562,00 14.615.171.247,00 97,47
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 33.087.037.484,00 25.581.408.483,00 77,32

MENENGAH
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- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 33.087.037.484,00 25.581.408.483,00 77,32
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00
2
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 0,00 0,00 0,00
Tenaga Kerja
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00
3
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0,00
4
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.793.451.284,00 3.399.089.533,00 89,60
5
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.793.451.284,00 3.399.089.533,00 89,60
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00
6
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00
Il URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 79.154.961.317,00 68.891.968.368,00 87,03
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 0,00
- Dinas Peternakan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 27.193.699.000,00 23.241.788.767,00 85,47
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 27.193.699.000,00 23.241.788.767,00 8547
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 51.961.262.317,00 45.650.179.601,00 87,85
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 35.718.689.544,00 31.554.140.435,00 88,34
- Dinas Peternakan dan Perikanan 16.242.572.773,00 14.096.039.166,00 86,78
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00 0,00 0,00
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00
5  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0,00
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00
IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 167.540.639.768,00 134.014.755.232,00 79,99
1 SEKRETARIAT DAERAH 119.886.056.453,00 95.384.801.673,00 79,56
- Sekretariat Daerah 119.886.056.453,00 95.384.801.673,00 79,56
2 SEKRETARIAT DPRD 47.654.583.315,00 38.629.953.559,00 81,06
- Sekretariat DPRD 47.654.583.315,00 38.629.953.559,00 81,06
V_ UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 458.383.419.610,00 447.776.464.843,00 97,69
1 PERENCANAAN 8.972.315.424,00 8.237.190.583,00 91,81
- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 8.972.315.424,00 8.237.190.583,00 91,81
Pengembangan Daerah
2 KEUANGAN 440.309.944.145,00 431.897.741.261,00 98,09
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 432.178.475.713,00 424.343.831.866,00 98,19
- Badan Pendapatan Daerah 8.131.468.432,00 7.553.909.395,00 92,90
3 KEPEGAWAIAN 9.101.160.041,00 7.641.532.999,00 83,96
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.101.160.041,00 7.641.532.999,00 83,96
4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 0,00
5  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0,00
- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Daerah
VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 63.165.988.823,00 60.253.505.637,00 95,39
1 INSPEKTORAT DAERAH 7.102.696.505,00 6.646.914.164,00 93,58
- Inspektorat 7.102.696.505,00 6.646.914.164,00 93,58
2  KECAMATAN 56.063.292.318,00 53.606.591.473,00 95,62
- Kecamatan Bondowoso 11.974.774.513,00 11.654.650.483,00 97,33
- Kecamatan Tamanan 1.716.885.387,00 1.510.225.314,00 87,96
- Kecamatan Tenggarang 3.434.209.350,00 3.282.671.942,00 95,59
- Kecamatan Tegalampel 3.378.228.868,00 3.280.262.044,00 97,10
- Kecamatan Curahdami 3.181.738.900,00 3.075.229.152,00 96,65
- Kecamatan Wringin 1.735.011.760,00 1.550.470.074,00 89,36
- Kecamatan Pakem 1.345.543.901,00 1.287.750.137,00 95,70
- Kecamatan Binakal 1.734.301.495,00 1.709.025.825,00 98,54
- Kecamatan Maesan 2.039.942.256,00 1.974.083.203,00 96,77
- Kecamatan Grujugan 2.156.861.400,00 2.124.884.789,00 98,52
- Kecamatan Pujer 2.177.149.600,00 2.108.160.366,00 96,83
- Kecamatan Wonosari 1.995.283.654,00 1.922.131.287,00 96,33
- Kecamatan Sukosari 1.654.135.245,00 1.451.237.755,00 87,73
- Kecamatan Tlogosari 1.856.165.927,00 1.814.954.579,00 97,78
- Kecamatan Tapen 1.828.671.399,00 1.755.832.803,00 96,02
- Kecamatan Sumber Wringin 1.681.141.711,00 1.625.056.514,00 96,66
- Kecamatan Prajekan 1.710.856.387,00 1.680.151.416,00 98,21
- Kecamatan Klabang 1.864.881.348,00 1.830.894.036,00 98,18
- Kecamatan Cermee 2.066.914.074,00 2.035.994.817,00 98,50
- Kecamatan ljen 1.488.635.310,00 1.467.473.371,00 98,58
- Kecamatan Taman Krocok 1.609.532.449,00 1.422.358.108,00 88,37
- Kecamatan Jambesari Darussholah 1.462.355.320,00 1.172.816.605,00 80,20
- Kecamatan Botolinggo 1.970.072.064,00 1.870.276.853,00 94,93
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VI UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.802.668.518,00 6.602.679.338,00 97,06
|
1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.802.668.518,00 6.602.679.338,00 97,06
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.802.668.518,00 6.602.679.338,00 97,06
SURPLUS/(DEFISIT) (212.595.111.217,00) 7.568.962.324,40 (3,56)

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan daerah secara umum telah mencapai target yang direncanakan sebesar 100,20%. Salah satunya
pencapaian pendapatan masih terdapat hambatan khususnya Pendapatan Pajak Daerah pencapaian
realisasinya sebesar 91,44% dan Pendapatan Retribusi Daerah pencapaian realisasinya sebesar 88,30%.
Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi pendapatan yang dapat dikelola secara luas oleh pemerintah
daerah. Hambatan yang muncul menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelesaikannya
dan sekaligus menjadikannya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan sesuai potensi daerah
yang dimiliki.

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih adanya subyek pajak daerah yang menunda/menghindari ketentuan pembayaran pajak.
Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;

2. Akurasi data wajib pajak dan retribusi serta pengembangan terhadap objek pajak dan retribusi perlu
untuk ditingkatkan dengan terus melakukan updating data guna mendukung peningkatan PAD yang
bersumber dari pajak dan retribusi;

3. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan
PAD;

4. Penyusunan naskah akademik penyesuai tarif, rincian obyek, prosedur / sistem pemungutan dan
ketentuan umum lainnya, pajak dan retribusi daerah;

5. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialilasi langsung kepada wajib pajak atau melalui
media elektronik, baliho, spanduk, dan lain lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah
dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan
penghargaan kepada aparatur pemungut pajak daerah yang berprestasi;

6. Melakukan kegiatan pemuktahiran data obyek dan subyek pajak dan Retribusi daerah dengan
survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap;

7. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta
studi banding/lapang tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;

8. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

9. Meningkatkan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, pemerintah provinsi,
pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan
daerah.

10. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan berbasis Tehnologi Informasi
(TT), pajak dan retribusi daerah;

11. Perlunya peningkatan kinerja dan tanggungjawab petugas pemungut dalam pengelolaan sumber PAD;
dan

12. Melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi agar
pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi atau kebijakan diatasnya serta dapat terus
mengikuti perkembangan jaman khususnya dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya kepastian perhitungan dana perimbangan
dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pemerintah daerah
harus memperhitungkan secara cermat pengalokasian dalam perencanaannya.

Kemudian penyerapan belanja pada tahun 2022 sebesar 87,88% masih perlu ditingkatkan dengan
melakukan penajaman kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi dan efektivitas
penggunaan belanja daerah perlu didorong dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan target belanja
sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya penyerapan belanja transfer pada tahun 2022 sebesar 99,98%. Hal ini menunjukkan efisiensi
dan efektivitas penggunaan belanja transfer dalam membiayai pembangunan daerah.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan keuangan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah.
Sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan OPD, kemudian dikonsolidasikan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
merupakan entitas akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai
berikut :

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Dinas Peternakan dan Perikanan
. Dinas Lingkungan Hidup
. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
. Dinas Komunikasi dan Informatika
. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
. Dinas Perhubungan
. Sekretariat Daerah
. Sekretariat DPRD
. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
. Badan Pendapatan Daerah
. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
. Inspektorat
. Kecamatan Bondowoso
. Kecamatan Tamanan
. Kecamatan Tenggarang
. Kecamatan Tegalampel
. Kecamatan Curahdami
. Kecamatan Wringin
. Kecamatan Pakem
. Kecamatan Binakal
. Kecamatan Maesan
. Kecamatan Grujugan
. Kecamatan Pujer
. Kecamatan Wonosari
. Kecamatan Sukosari
. Kecamatan Tlogosari
. Kecamatan Tapen
. Kecamatan Sumber Wringin
. Kecamatan Prajekan
. Kecamatan Klabang
. Kecamatan Cermee
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4.2

4.3

46. Kecamatan ljen

47. Kecamatan Taman Krocok

48. Kecamatan Jambesari Darussholah
49. Kecamatan Botolinggo

50. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purposes financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan-pernyataan di
dalam kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan,
pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akrual
atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang
menggunakan Basis Akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu basis
akrual untuk penyusunan laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas sedangkan basis kas untuk
penyusunan laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis
akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas; dan

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Neraca
A. Pengukuran Aset
1. Pengukuran aset lancar, adalah sebagai berikut :
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar :
1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang
terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan;

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk
tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan

5. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Laporan Realisasi Anggaran
A. Pengukuran Pendapatan

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan jumlah kas atau setara
kas yang diterima; dan

2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan
jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
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B. Pengukuran Belanja

1. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang
dikeluarkan; dan

2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan
jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

1.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 maka
pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima
Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso
telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Kabupaten Bondowoso mulai Tahun Anggaran
2016 sehingga saldo dana BOS akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga
tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor
ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk
mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan
kemudian diakui sebagai pendapatan daerah; dan

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan
otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut

telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan
kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

Pendapatan Asli Daerah—LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima

oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD;

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan

dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;

Pengakuan Pendapatan Transfer—LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer—

LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada

dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD;

Pendapatan Transfer—LRA ini hanya diakui dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD);

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas

pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD); dan
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8.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah—LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran

1.

Pendapatan Asli Daerah—-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan
tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran;

2. Pengukuran Pendapatan Transfer—-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang
diterima dalam RKUD;

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah—LRA sesuai dengan jumlah nilai kas
yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD);

4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran);

5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan

6. Pendapatan dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian

1. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan daerah;

2. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah-LRA;
b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA;

3. Pendapatan Asli Daerah—LRA, Transfer—LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-
LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dalam mata uang
rupiah serta rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan-LRA;

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan
sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

Pengakuan

1.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned);

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah
diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable);
dan

c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada
saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak

untuk menagih imbalan;

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh

pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;

Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah serta Pendapatan Non Operasional;

. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui
penetapan, PAD tanpa penetapan dan PAD dari hasil eksekusi jaminan;
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a. PAD melalui penetapan terdiri dari :
1) Official Assesment
Yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk
kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan, misalnya pendapatan
pajak reklame; Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak;
2) Self Assesment
Yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh
wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak
berdasarkan perhitungan tersebut; Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai
pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian
dilakukan penetapan; Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan
berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP);
b. PAD tanpa penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Retribusi, Penerimaan Jasa
Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan-pendapatan
tersebut diakui ketika pendapatan telah diterima;
c. PAD dari hasil eksekusi jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan
kewajibannya; Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan; Pengakuan
pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan;

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/Provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer
yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; Namun demikian ketetapan
pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian
pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan
penyaluran alokasi tersebut kecuali DAU; Untuk itu pengakuan pendapatan transfer
dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali
terdapat dokumen yang sah dari pemerintah yang mengakui adanya utang dana transfer
kepada daerah maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakuinya sebagai
pendapatan transfer; Dokumen dari pemerintah tersebut dapat berupa laporan keuangan
yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan surat pemberitahuan;

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur transfer disampaikan entitas penyalur
sebelum Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan laporan keuangan; Apabila
terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun
pelaporan; Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Bondowoso setelah laporan keuangan diterbitkan; Apabila terjadi hal tersebut
maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut
sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi
tersebut;

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah
Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan
menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah
Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan; Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten
Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban
untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan; Untuk jenis
transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang;
Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa;

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, untuk
selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan
pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja
pemerintah provinsi; Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-24



negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota,
serta sekolah swasta;

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso diakui sebagai pendapatan; Sedangkan untuk Dana BOS yang
diterima oleh sekolah swasta tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan merupakan
bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan
sebelumnya; Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan
Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan; Naskah Perjanjian
Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO
mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut; Untuk
itu pengakuan pendapatan hibah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada
Rekening Kas Umum Daerah;

. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non
Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya; Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa
Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan
Aset Nonlancar) telah diterima;

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan
tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan
syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan
dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;

Pengukuran

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi
non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

1.

Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya
(actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah
membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang
atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga
tertentu yang dapat diukur secara andal.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Transfer-LO diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima
di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima.
Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong
oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal
terjadi demikian, pendapatan transfer-LO dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang
dipotong dicatat sebagai pengurang Ekuitas.

Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada
laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari
pihak yang menyalurkan transfer.

Penyajian

1.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi
dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
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2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada
periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
pendapatan.

3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO
yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode yang sama.

4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO
yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan
belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

A. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban;

b. Terjadinya konsumsi aset; dan

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah
tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan
rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak
lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
operasional pemerintah. Contohnya pembelian BBM kendaraan dinas.

4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai
aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya
penyusutan atau amortisasi.

5. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada saat:

a. Timbulnya kewajiban;

b. Terjadinya konsumsi aset; dan

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

6. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso maka
pengakuan beban terdiri dari:

a. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran LS; dan

b. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran UP/GU/TU.

7. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan adanya dokumen yang dapat digunakan
sebagai dasar tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan dapat dilakukan
penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.

8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan adanya bukti- bukti pengeluaran
kas yang berasal dari uang persediaan dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan.

9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan
beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen
yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum
dibayar.

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari
pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.

1) Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air
dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah
diterima Pemda/OPD.
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2) Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika
dibayarkan dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun
anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang
belanja/beban.

Beban Persediaan

1) Beban persediaan diakui sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan
Operasional.

3) Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan untuk alasan
kepraktisan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu dengan
mencatat akun “Beban Persediaan” setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan,
namun pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan jurnal penyesuaian
untuk membawa akun “Beban Persediaan” ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi
pada tahun anggaran yang berkenaan.

. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk

keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal
pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi
telah timbul.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan
bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum
dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan
penyaluran hibah.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja
bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
metode yang sudah ditetapkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban
pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun
anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui oleh pihak yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui
sebagai beban.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul,
konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah; dan

2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut
tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian
1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :

a.

® o0 o

Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban
Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan
Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;

Beban Transfer;

Beban Non Operasional;

Beban Luar Biasa;

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan
disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

2. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima
pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam
hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
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B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bendahara
Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

1.

Belanja diakui pada saat kas telah dikeluarkan:

a. Dari RKUD:; atau

b. Oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;

c. Oleh OPD langsung dari pendapatan yang belum disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penerima pendapatan wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan
pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah;

d. Untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar
negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk
mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah.

. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang

dibayar langsung dari RKUD, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan
ke Bank untuk dicairkan.

. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat

diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar
pada akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank untuk
dicairkan.

. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar

dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti
pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.

. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila

penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.

. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada

periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat :

a. Kas telah dikeluarkan dari Rekening kas BLUD; dan

b. Kas telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BLUD dan pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

Pengukuran
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal
yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1.

Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum
dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN,
luran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya;

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti
pengeluran SPJ belanja UP/GU/TU; dan

3. Belanja dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian

1. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

2.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai XXX
- Belanja Barang XXX
- Bunga XXX
- Subsidi XXX
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- Hibah XXX

- Bantuan Sosial XXX
b. Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap XXX

- Belanja Aset Lainnya XXX

- Belanja Lain-lain/Tak Terduga Xxx
4. Klasifikasi menurut organisasi yaitu Kklasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna
anggaran.
5. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Umum XXX
- Pertahanan XXX
- Ketertiban dan Keamanan XXX
- Ekonomi XXX
- Perlindungan Lingkungan Hidup ~ xxx
- Perumahan dan Permukiman XXX
- Kesehatan XXX
- Pariwisata dan Budaya XXX
- Agama XXX
- Pendidikan XXX
- Perlindungan sosial XXX

7. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja operasi adalah
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai,
belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

9. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial
dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah.

10.Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam
jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran
uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan
penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-
sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah
kota serta mencakup pula desa.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima
di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang atau lebih dari yang seharusnya diterima.
Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh
pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi
demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai
pengurang SiLPA.

2. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam
jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang
dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran
dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai
entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

Terdapat jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten
Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan/menyalurkan kepada entitas-entitas yang
berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan. Dengan
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kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer
dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang
telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun
diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran); dan

2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan
1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

2. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil
yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan
penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.

Pengukuran

1. Pengeluaran Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah.

2. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.45 Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/ Daerah/
Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan
menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang
dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan
kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi
lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi
lainnya selama satu periode.

Hal-hal yang diungkapkan adalah :

a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
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c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang
diperoleh atau dilepas; dan

d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan
unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu
perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal
dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut
tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya
yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui
sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Setara kas pemerintah ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan
setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang
dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan
dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena
kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas
operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi :

1. Saldo Kas pada BUD
Saldo Kas pada BUD yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung
jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Saldo Rekening Kas Umum Daerah.

2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun
saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan per tanggal
neraca. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh
bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah. Pendapatan
diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan
merupakan bagian dari SiLPA.

3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Apabila
terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas
Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SILPA.

4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan
Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca
apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara
Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan dapat berbentuk bunga jasa giro atas
pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca;
atau Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ketiga dan belum disetorkan
per tanggal neraca; atau pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank
Bendahara Pengeluaran.

5. KasdiBLU
Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU)
merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan daerah, termasuk
didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD. Oleh karenanya, setelah
proses konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kas pada BLUD merupakan
bagian dari Kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
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6. Setara kas.

Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas
yang merupakan bagian dari SAL/SILPA.

Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :

a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan
bagian dari BUD; atau

c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas
Umum Daerah.

3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di
Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.

4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum
Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

5. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah
sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah sebagai
pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

Pengukuran

1. Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau
disahkan.

2. Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah.

3. Apabila penerimaan/pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam
rekening mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

4. Penerimaan/pengeluaran kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam
akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi
jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.

5. Jika pada penerimaan transfer diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun
anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang
diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan.

6. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun
anggaran yang lalu.

Penyajian

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca dan dapat disajikan dalam
kelompok aset lancar dan aset nonlancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan/atau
hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan
Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :

a.
b.

Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau.

Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun
ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka
pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan
dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi
satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang
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berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan
100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan
dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang
karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena
pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh
pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar
nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengakuan Piutang Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa
yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang
dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Piutang Perikatan
Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah
sebagai berikut :

a. Piutang Pemberian Pinjaman
Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah
dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas
barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Piutang Penjualan Kredit
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang
(belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya
potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Piutang Kemitraan
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian kemitraan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa
Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian sewa menyewa yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang Yang Berasal Dari Transfer Antar Pemerintahan

Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Transfer Lainnya.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil ini
diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil
ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi
bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada
umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Dana Alokasi Umum

Di antara bentuk dana transfer, dapat dikatakan DAU merupakan dana dengan kepastian
penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa
jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang
ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan
Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menetapkan besarnya rincian
alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam satu tahun anggaran.
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Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan
menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.

Transfer Lainnya

Selain ketiga jenis transfer di atas, pemerintah dalam setiap tahunnya dapat mengeluarkan
kebijakan transfer yang lain. Ada dua kemungkinan mekanisme penyaluran, pertama bertahap
dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan tambahan dan kedua bertahap dengan persyaratan
tertentu.

Piutang transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya diakui berdasarkan pernyataan
utang dari pemerintah pusat karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum
ditransfer.

Pernyataan piutang atau utang dari pemerintah pusat dapat berbentuk : surat pemberitahuan,
peraturan menteri atau laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit. Dengan demikian,
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah pusat apabila akan
mengakui piutang atau utang transfer.

Bagi Hasil Dari Provinsi

Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam
yang menjadi bagian daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten
Bondowoso pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Piutang bagi hasil dari provinsi diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah provinsi
karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan utang dari pemerintah provinsi dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan
gubernur atau laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit. Dengan demikian,
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah provinsi apabila akan
mengakui piutang transfer.

Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah yang bersangkutan atau
aturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah tersebut. Dalam hal demikian terjadi,
besar kemungkinan pelaksanaan transfer didasarkan pada realisasi pendapatan yang dikumpulkan
oleh daerah penghasil/pemungut. Mekanisme demikian sama dengan yang diterapkan untuk
pelaksanaan transfer DBH oleh pemerintah pusat ke daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan
yang menjadi bagian daerah penerima yang belum ditransfer. Jika nilai definitif jumlah yang
menjadi bagian daerah penerima belum ditransfer seluruhnya hingga akhir periode laporan
keuangan, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat
lainnya yang sah jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui sebagai piutang transfer antar
daerah.

Piutang Karena Kerugian Daerah

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena
pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya
tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundangan yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan
Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah
oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
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pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan
Ganti Rugi dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) di lingkup Pemerintah Kabupaten
Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Piutang Karena Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas
TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat
ketetapan dan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan
penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Nilai Bersih Piutang Yang Dapat Direalisasikan

Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (Net Realizable Value) (NRV).

Untuk menyajikan piutang sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value),
diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan
penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang

Kualitas piutang adalah kemungkinan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan
membayar kewajiban oleh debitur.

Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
Kualitas piutang digolongkan sebagai berikut :

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3
(tiga ) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase
tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang
kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa
terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan
periode timbulnya piutang.
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Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada setiap akhir
periode akuntansi ditentukan sebagai berikut:

a. 0% (nol per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

b. 30% (tiga puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas kurang lancar;
c. 70% (tujuh puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas diragukan; dan
d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berlaku untuk piutang pokok dan bunga yang ditimbulkannya.
OPD dan/atau SKPKD wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang yang
menjadi tanggungjawabnya.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang
belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan
Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran
tersebut belum dapat diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas
daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah
dikeluarkan.

Pencatatan transaksi beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban dan pada akhir
periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban ke nilai beban yang
merupakan kewajiban pada tahun berjalan. Atas beban yang telah diakui dari kas yang dikeluarkan
tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun beban dibayar dimuka.

Pengukuran
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan
namun belum menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyajian

Beban Dibayar di Muka disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar karena akun ini
biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi dan rinciannya dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada
masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui jika telah terjadi pengeluaran definitif dari rekening Kas Umum
Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengukuran
Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas
yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Penyajian

1. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas;

2. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen
Dana Bergulir;

3. Dana Bergulir yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang
dapat direalisasikan (Net Realizable Value);

4. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable
Value), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih
berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir; dan
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5. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari
investasi non permanen dana bergulir.

Kualitas Dana Bergulir

1. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan
kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

2. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab
apapun.

3. Kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3
(tiga ) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
dan

d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

4. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal
laporan.

Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir
1. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
2. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman
masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir
yang masih beredar (outstanding).
3. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama
dengan periode timbulnya dana bergulir.
4. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan)
ditentukan :
a. 0% (nol perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas lancar;
b. 30% (tiga puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas kurang
lancar;
€. 70% (tujuh puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas diragukan;
dan
d. 100% (Seratus perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.

Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir

Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur
Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan penghapusan Piutang Dana Bergulir berpedoman pada
Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah,
beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Pengakuan

1. Persediaan diakui:
a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pencatatan persediaan pada kartu persediaan dilakukan setiap kali terjadi perolehan dan
pengeluaran persediaan;

3. Pada akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi/penghitungan fisik persediaan (stock
opname) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan;

4. Kartu persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan;
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5. Jika terdapat selisih antara kartu persediaan dengan hasil stock opname yang disebabkan
persediaan hilang, usang, kedaluwarsa atau rusak dan selisih tersebut dipertimbangkan
sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban
persediaan;

6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah abnormal, maka selisih
persediaan ini dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah;

7. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi
penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang
mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan;

8. Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock
opname); dan

9. Persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca
tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO);

4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita
cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;

5. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai
wajar;

7. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);

8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods);

9. Pengukuran pemakaian persediaan (use of goods) dihitung dengan cara saldo awal persediaan
ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai
dengan metode penilaian FIFO; dan

10.Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir
persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai
dengan metode penilaian FIFO.

w

Penyajian

1. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan

piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal
investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar; Sedangkan
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4.4.12

untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai
tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka
pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul
dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar;
Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka
pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama
harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang
berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi jangka pendek menggunakan metode biaya; Dengan menggunakan metode
biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan; Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan
hukum yang terkait.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito,
bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai
pendapatan.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,
dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan

piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi

kriteria sebagai berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam
hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;

2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka
investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar
harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;

3. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan
investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai
perolehannya;

4. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- proyek pembangunan
pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;

5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah,
dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah
biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
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6. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai
investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh
tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku
aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya;

7. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama
harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)
yang berlaku pada tanggal transaksi;

8. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian
sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;

9. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying
value) investasi tersebut;

10. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium;

11. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan
bunga dalam Laporan Operasional; dan

12. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami
penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan
nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

1. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
a. Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas
Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba
atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan:
1) Dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai
pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan,
2) Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi
dikurangi penyisihan tak tertagih.

2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan
faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih
menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap
perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee,
antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Bondowoso yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan
dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada
Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang
piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai
tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

2. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang
pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi
pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.
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Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada
saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi
piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak
menambabh nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

3. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang
disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang
belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif
karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi
negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif
tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup
akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

6. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan
untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan
dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

7. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki
tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan
usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai
investasi negatif.

8. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai
investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca.
Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

1. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran
dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi
penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai
surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan
operasional.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan
publik; atau

2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu
aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya
perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
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Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

B. Aset Tetap

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam

penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah :

a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso namun dimanfaatkan
oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam
operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti bahan (materials) dan perlengkapan

(supplies).
C. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Tanah;

Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan;

Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Aset Tetap Lainnya; dan

Konstruksi dalam Pengerjaan.

o o0 o

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan
namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi
seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.Nilai rupiah pengeluaran
belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah
ditetapkan (capitalization threshold).

®oo0o

Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka
barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak
lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.
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E.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan
bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus
diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat
tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti
hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset
Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.

Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui
pembelian diakui sebagai belanja modal.

Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada
Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Akuntansi Tanah

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang
dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas
nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat
tanah milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain
karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-
kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan
akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten
Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah
tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan bukti
kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup
mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah
Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan
tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah
Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten
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Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun
adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tidak disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki
dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara
memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah
girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara
tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti
pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,
tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung
untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

. Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah
nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea
impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. Biaya persiapan tempat;

b. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling
cost);

Biaya pemasangan (installation cost);

Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

e. Biaya konstruksi.

o o

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh
hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan
maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
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meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua
tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan
yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan
yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang
masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset
tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan
aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu
untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan
prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu
entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum,
seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan
dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada
pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti
perolehan asset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi, maka perolehan
tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran- pengeluaran yang
berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya
pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
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disebut sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) dan akan mempengaruhi nilai yang
dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal (capital expenditure) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang
bersangkutan (carrying amount). Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan
menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa
manfaat 10 tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan
perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan
menambah masa manfaat aset tetap tiga tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun
keenam adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar
Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga
nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama
tujuh tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama tujuh tahun berikutnya adalah
sebesar Rp4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi
bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya
penyusutan per tahun adalah empat tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur
aset tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk
memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud
dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat
dikeluarkan atau pada saat terjadinya (revenue expenditure).

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi
penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan
ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan
diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).

Perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya penambahan
manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk
memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan capitalization threshold (nilai satuan
minimum kapitalisasi aset).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai
aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau

b. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset
yang telah dimiliki; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (capitalization threshold).

Terkait dengan paragraf diatas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari
Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai
umur ekonomis sepuluh tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada tahun ketujuh
pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat
digunakan tiga tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah
dari sepuluh tahun menjadi tujuh tahun;

b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang
sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan
renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;

c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada.
Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan
aspal;

d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang
sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m? menjadi 500

m?.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
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Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap
tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang
bersangkutan.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian
utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga
aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan
atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset
harus dikapitalisasi atau tidak.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization threshold) Pemerintah Kabupaten

Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan
atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf
diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset
Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on
face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat
pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang extracomptable.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset
tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain
tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam
pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan
penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) adalah
nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai
sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat
meliputi Renovasi, Restorasi dan Overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset
tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
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Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap
mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian
peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Dalam hal perbaikan aset tetap, OPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan
perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada
pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset
tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straigth line method)
dengan rumus :

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat
Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan
tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau
dua bulan bahkan dua hari.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga
nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan
dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka
hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan
Operasional.

N. Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya
Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan;
Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum
dimulainya penerapan penyusutan.; dan

b. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan
kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut
diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada Tahun 2008 untuk
pertama kalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki
adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan lima tahun, dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 4-1 llustrasi Penyusutan Aset Tetap Untuk Pertama Kalinya

Nilai di Neraca per 31
Desember 2008
(sebelum penyusutan)

Tahun Perolehan
(Awal tahun)

2003 90.000.000,00
2005 125.000.000,00
2006 150.000.000,00
2007 160.000.000,00
2008 180.000.000,00

O. Aset Yang Diperoleh Padatahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk
Tahun 2008 (1tahun)saja, yaitu :

Tabel 4-2 llustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan

Penyusutan
Tahun Perolehan Nilai di Neraca (Sebelum Umur
(Awal tahun) Penyusutan) (Masa Manfaat) Penyusutan
1 2 3 4=(20% x 2)
2008 180.000.000,00 5 36.000.000,00
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P. Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum
Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan
tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun- tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4-3 llustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga
Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Nilai di Neraca Masa Manfaat Penyusutan Tahun 2008

Awal (Sebelum yang s_udah Penyusutan Koreksi tahun-

(Awal Penyusutan) dilalui s.d Per tahun tahun Tahun 2008 Jumlah
tahun) 1 Januari 2008 sebelumnya

1 2 3 4=(20%x 2) 5=3x4 6=4 7=5+6

2005 125.000.000,00 3 25.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00
2006 150.000.000,00 2 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00
2007 160.000.000,00 1 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 64.000.000,00
Jumlah 435.000.000,00 167.000.000,00 87.000.000,00 254.000.000,00

Q. Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum
saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat
penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat
penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat
penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada Tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai
wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar
Rp90.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah

sebagai berikut:
Tabel 4-4 llustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Sisa Penyusutan Tahun 2008
,\tlae?::a M’\elllr?f;at Znii\?aMNa;r?:; Penyusutan arerene
Awal Nilai Saat awal s.d erytahun Koreksi tahun-
(Akhir Neraca h p tahun Tahun 2008 Jumlah
1Januari 2008
tahun) Awal sebelumnya
(tahun)
1 2 3 4 5=(30% X 2) 6=4x5 7=5 8=6+7
2005 90.000.000,00 3 2 30.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00

R. Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00
mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap
tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi
penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan
dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin
penghapusbukuan dari Bupati.

S. Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan
masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset
yang baru.
Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017
adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama
tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru
direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tiga

tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4-5 llustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak
Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Telah Habis

Penyusutan Tahun 2020
Sisa Masa Manfaat Akumulasi
Nilai saat Penyusutan Masa Pemakaian Penyushutan per Penyusutan s.d Beban Akumulasi Penyusutan
awal (tahun) tahun 31 Desember Penyusutan s.d 31 Desember 2020
Tahun 2020
2019
1 2 3 4 5 6 7
Hitungan Awal
84.000.000 | 0 [ 0 [ - -] -]
Hitungan Baru
84.000.000 | 0 [ 3 [ 28.000.000,00]  84.000.000,00 -]
Koreksi Ekuitas | (84.000.000,00) | |
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Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan
masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang
baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan
penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017
adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama
ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru
direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh
tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-6 llustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Besar Dari
Kebijakan Akuntansi Di Golongan Aset Yang Baru

. Penyusutan Tahun 2020
Sisa Masa Akumulasi
o Manfaat saat Masa Penyusutan .
Nilai . Penyusutan s.d |Beban Penyusutan |Akumulasi Penyusutan s.d 31
Penyusutan awal | Pemakaian per tahun 31 Desember Tahun 2020 Desember 2020
(tahun)
2019
1 2 3 4 5 6 7
Hitungan Awal
84.000.000 | 5 [ 45 [ 1.680.000,00]  75.600.000,00 | -]
Hitungan Baru
84.000.000 | 0 [ 5 [ 16.800.000,00]  84.000.000,00 | -]
Koreksi Ekuitas | (8.400.000,00) | |

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan
masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang
baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan
sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975
adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama
ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru
direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh
tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-7 llustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Kecil Dari
Kebijakan Akuntansi

Sisa Masa Penyusutan Tahun 2020
- Manfaat saat Masa Penyusutan . Beban .
Nilai Penyusutan Pemakaian per tahun Akgr;u::z;m Pergyusz%tla; Penyusutan Aléun;ilgy Penbyus;ézg
awal (tahun) S- esember Tahun 2020 s esember
1 2 3 4 5 6 7
Hitungan Awal
84.000.000 | 47 [ 3 [ 1.680.000,00 | 5.040.000,00 [ -]
Hitungan Baru
84.000.000 | 4 [ 3 [ 12.000.000,00 | 36.000.000,00 [ 12.000.000,00 | 48.000.000,00
Koreksi Ekuitas | (30.960.000,00) | [

. Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan
atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.

Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan
dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan
mobil, gedung dengan tanah.

Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat
aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai
perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000,00 dan masa manfaat tujuh
tahun telah disusutkan lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya
atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00 Aset tersebut ditukar dengan satu unit
gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000,00
maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000,00. Manfaat aset tetap yang
diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun
berikutnya.

Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan
demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.
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Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset
yang diperoleh.

. Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat
dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya
penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif
kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat
merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset
yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan
mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari
kelompok aset tersebut.

Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.

Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase
penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun
Rp300.000,000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan
persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase
penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah
sebesar Rp62.500.000,00.

. Koreksi Kesalahan Pencatatan

Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam
pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan
nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka
dilakukan penyesuaian terhadap:

a. Aset Tetap; dan/atau

b. Akumulasi Penyusutan; dan/atau

c. Beban Penyusutan; dan/atau

d. Ekuitas.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan
Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun
anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban
Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai:

a. Beban Penyusutan dalam LO;

b. Aset Tetap dalam Neraca;

¢. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan

d. Perubahan Ekuitas dalam LPE.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan
keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban
Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai:

a. Beban Penyusutan dalam LO; dan

b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena
Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau
harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang
berlaku secara nasional.
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Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya
perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas.
. Akuntansi Aset Tetap Lainnya-Renovasi

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku
dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya
renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang
bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh
entitas.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai

berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap
misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya
naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila
renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap
sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap
Lainnya;

b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi
butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan
apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran
tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan;

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir
a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap—Renovasi.
Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional; dan

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik
mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa
pinjaman/sewa.

. Aset Bersejarah (Heritage Asets)

Aset bersejarah (heritage asets) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,

lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,

tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi dan karya seni (works of art).

Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset

bersejarah:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya
untuk dijual;

¢. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan
walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai

ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-
tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan
ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk
menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila
memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
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AA.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki
atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan
operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk
seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain
nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran.
Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap
lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya,
sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi
yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur
secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi
definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada
Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem
pembuangan dan jaringan komunikasi.

Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan
ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke
aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai
meskipun tidak digunakan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat
Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

Penyajian

Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.

Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai
berikut:

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1) Pelepasan;

2) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

3) Mutasi aset tetap lainnya; dan

4) Penambahan.
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Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus

diungkapkan:

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

2) Tanggal efektif penilaian kembali;

3) Jika ada, nama penilai independen;

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan

5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset

dimaksud.

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada
masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel 4.8
Masa Manfaat | dan Tabel 4.9 Masa Manfaat Il sebagaimana tercantum pada lampiran yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.

1) Tabel 4.8 Masa Manfaat | merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun
pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun

kedua dan selanjutnya.

Tabel 4-8 Masa Manfaat |

Masa
KODE URAIAN Manfaat
(tahun)
1 3 ASET TETAP
1 3 2 Peralatan dan Mesin
1 3 2 1 Alat Besar
1 3 2 1 1 Alat Besar Darat 10
1 3 2 1 2 Alat Besar Apung 8
1 3 2 1 3 Alat Bantu 7
1 3 2 2 Alat Angkutan
1 3 2 2 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1 3 2 2 2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
1 3 2 2 3 Alat Angkutan Apung Bermotor 10
1 3 2 2 4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3
1 3 2 2 5 Alat Angkutan Bermotor Udara 20
1 3 2 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 3 2 3 1 Alat Bengkel Bermesin 10
1 3 2 3 2 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1 3 2 3 3 Alat Ukur 5
1 3 2 4 Alat Pertanian
1 3 2 4 1 Alat Pengolahan 4
1 3 2 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 3 2 5 1 Alat Kantor 5
1 3 2 5 2 Alat Rumah Tangga 5
1 3 2 5 3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
1 3 2 6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1 3 2 6 1 Alat Studio 5
1 3 2 6 2 Alat Komunikasi 5
1 3 2 6 3 Peralatan Pemancar 10
1 3 2 6 4 Peralatan Komunikasi Navigasi 15
1 3 2 7 Alat Kedokteran dan Kesehatan
1 3 2 7 1 Alat Ked okteran 5
1 3 2 7 2 Alat Kesehatan Umum 5
1 3 2 8 Alat Laboratorium
1 3 2 8 1 Unit Alat Laboratorium 8
1 3 2 8 2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1 3 2 8 3 Alat Peraga Praktek Sekolah 10
1 3 2 8 4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15
1 3 2 8 5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10
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Masa

KODE URAIAN Manfaat
(tahun)

1 3 5 8 6 Radiation Application & Non Destructive Testing 10
Laboratory

1 3 2 8 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

1 3 2 8 8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15

1 3 2 8 9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi 10
dan Instrumentasi

1 3 2 9 Alat Persenjataan

1 3 2 9 1 Senjata Api 10

1 3 2 9 2 Persenjataan Non Senjata Api 3

1 3 2 9 3 Senjata Sinar 5

1 3 2 9 4 Alat Khusus Kepolisian 4

1 3 2 10 Komputer

1 3 2 10 1 Komputer Unit 4

1 3 2 10 2 Peralatan Komputer 4

1 3 2 11 Alat Eksplorasi

1 3 2 11 1 Alat Eksplorasi Topografi 5

1 3 2 11 2 Alat Eksplorasi Geofisika 10

1 3 2 12 Alat Pengeboran

1 3 2 12 1 Alat Pengeboran Mesin 10

1 3 2 12 2 Alat Pengeboran Non Mesin 10

1 3 2 13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

1 3 2 13 1 Sumur 10

1 3 2 13 2 Produksi 10

1 3 2 13 3 Pengolahan dan Pemurnian 15

1 3 2 14 Alat Bantu Eksplorasi

1 3 2 14 1 Alat Bantu Eksplorasi 10

1 3 2 14 2 Alat Bantu Produksi 10

1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja

1 3 2 15 1 Alat Deteksi 5

1 3 2 15 2 Alat Pelindung 5

1 3 2 15 3 Alat Sar 2

1 3 2 15 4 Alat Kerja Penerbangan 10

1 3 2 16 Alat Peraga

1 3 2 16 1 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10

1 3 2 17 Peralatan Proses/Produksi

1 3 2 17 1 Unit Peralatan Proses/Produksi 8

1 3 2 18 Rambu-Rambu

1 3 2 18 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 7

1 3 2 18 2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5

1 3 2 18 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15

1 3 2 19 Peralatan Olah Raga

1 3 2 19 1 Peralatan Olah Raga 3

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 1 Bangunan Gedung

1 3 3 1 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

1 3 3 1 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

1 3 3 2 Monumen

1 3 3 2 1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50

1 3 3 3 Bangunan Menara

1 3 3 3 1 Bangunan Menara Perambuan 40

1 3 3 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti

1 3 3 4 1 Tugu/Tanda Batas 50

1 3 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

1 3 4 1 Jalan dan Jembatan

1 3 4 1 1 Jalan 10

1 3 4 1 2 Jembatan 50

1 3 4 2 Bangunan Air

1 3 4 2 1 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 4 2 2 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50

1 3 4 2 3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25

1 3 4 2 4 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & 10
Penanggulangan Bencana Alam

1 3 4 2 5 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30

1 3 4 2 6 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40

1 3 4 2 7 Bangunan Air Kotor 40

1 3 4 3 Instalasi

1 3 4 3 1 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30

1 3 4 3 2 Instalasi Air Kotor 30

1 3 4 3 3 Instalasi Pengolahan Sampah 10

1 3 4 3 4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

1 3 4 3 5 Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 3 4 3 6 Instalasi Gardu Listrik 40

1 3 4 3 7 Instalasi Pertahanan 30

1 3 4 3 8 Instalasi Gas 30

1 3 4 3 9 Instalasi Pengaman 20

1 3 4 3 10 Instalasi Lain 5

1 3 4 4 Jaringan

1 3 4 4 1 Jaringan Air Minum 30

1 3 4 4 2 Jaringan Listrik 40

1 3 4 4 3 Jaringan Telepon 20

1 3 4 4 4 Jaringan Gas 30
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2) Tabel 4.9 Masa Manfaat 1l merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah
masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini
diterapkan.

Tabel 4-9 Masa Manfaat Il

Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan
Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)
1 2 3 4

Peralatan dan Mesin

Alat Besar

Alat Besar Darat Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5

Alat Besar Apung Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 2
> 45% s.d 65% 4

Alat Bantu Overhaul > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 2
> 45% s.d 65% 4

Alat Angkutan

gl;tm,:rtlglr(utan Darat Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4

Alat Angkutan Darat Tak Overhaul 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1

St Angkutan Apung Overhaul 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 6

Aot Anglutan Apung Tak Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 2

G'C‘;";S“gk“ta” Bermotor Overhaul 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 6
> 50% s.d 75% 9
> 75% s.d 100% 12

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bermesin Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4

Alat Bengkel Tak Bermesin Renovasi 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 0
> 50% s.d 75% 1
> 75% s.d 100% 1

Alat Ukur Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3

Alat Pertanian

Alat Pengolahan Overhaul 0% s.d 20%
> 21% s.d 40% 2
> 51% s.d 75% 3

Alat Kantor dan Rumah

Tangga

Alat Kantor Overhaul 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3

Alat Rumah Tangga Overhaul 0% s.d 25% 0
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Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan
Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)
1 2 3 4
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
'\P/':J.J:b‘;";‘“ Kursi Kerja/Rapat Overhaul 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
Alat Studio Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
Alat Komunikasi Overhaul 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
Peralatan Pemancar Overhaul 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 5
Zg"’i‘ggg" Komunikasi Overhaul 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 9
Alat Kedokteran dan
Kesehatan
Alat Kedokteran Overhaul 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
Alat Kesehatan Umum Overhaul 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
Alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium Overhaul 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% s.d 75% 4
> 75% s.d 100% 4
Unit Alat Laboratorium Overhaul 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
ot Feraga Praktek Overhaul 0% s.d 25% 2
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
Alat Laboratorium Fisika Overhaul 0% s.d 25% 3
> 25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 8
Alat Proteksi
Radiasi/Proteksi Overhaul 0% s.d 25% 2
Lingkungan
> 25% s.d 50% 4
> 50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
Radiation Application & Non Overhaul 0% s.d 25% 2
Eaetfgrl;(t:g\rf Testing > 25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
> 75% s.d 100% 5
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Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan
Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)

1 2 3

Alat Laboratorium

0 9
Lingkungan Hidup Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Peralatan Laboratorium

9 o
Hydrodinamica Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Laboratorium

Standarisasi Overhaul 0% s.d 25%

Kalibrasi dan Instrumentasi > 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

Qi N (0N W i DIWIN P |D»

> 75% s.d 100%

Alat Persenjataan

Senjata Api Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Persenjataan Non Senjata

. Renovasi 0% s.d 25%
Api

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Senjata Sinar Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Khusus Kepolisian Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

NINFPIRPINOOOIRIRPIO: O iR WINiF

> 75% s.d 100%

Komputer

Komputer Unit Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Peralatan Komputer Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

NINIFPIRPININIRIFE

> 75% s.d 100%

Alat Eksplorasi

Alat Eksplorasi Topografi Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

QIO INIWININIE

> 75% s.d 100%

Alat Pengeboran

Alat Pengeboran Mesin Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Pengeboran Non Mesin Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

NiIRPIP OINOIRMIN

> 75% s.d 100%

Alat Produksi, Pengolahan
dan Pemurnian

Sumur Renovasi 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

NikRrikriO

> 75% s.d 100%
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Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan
Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)

1 2 3

Produksi Renovasi 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

WINIUOIWINIRP P OS>

> 75% s.d 100%

Alat Bantu Eksplorasi

Alat Bantu Eksplorasi Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Bantu Produksi Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

~NIOIRININIOIAIN

> 75% s.d 100%

Alat Keselamatan Kerja

Alat Deteksi Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Pelindung Renovasi 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Sar Renovasi 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Alat Kerja Penerbangan Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

QIR WININIRPIP OINIRP OOIWININIF

> 75% s.d 100%

Alat Peraga

Alat Peraga Pelatihan dan

0, 0,
Percontohan Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

gigaiphi N

> 75% s.d 100%

Peralatan Proses/Produksi

Unit Peralatan

0 o
Proses/Produksi Overhaul 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

AibhiWI N

> 75% s.d 100%

Rambu-Rambu

Rambu-Rambu Lalu Lintas

Overhaul 0% s.d 25%
Darat

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Rambu-Rambu Lalu Lintas

Overhaul 0% s.d 25%
Udara

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

Rambu-Rambu Lalu Lintas

Overhaul 0% s.d 25%
Laut

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

NINiFR! P IBRININ P i DIWINI P

> 75% s.d 100%

Peralatan Olah Raga

Peralatan Olah Raga Renovasi 0% s.d 25%

> 25% s.d 50% 1

> 50% s.d 75%
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Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan
Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)
1 2 3 4
> 75% s.d 100% 2
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Egggunan Gedung Tempat Renovasi 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% s.d 100% 50
.'?ian';’%i’l‘a“ Gedung Tempat Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Monumen
Caqdi/Tugu . Renovasi > 0% s.d 30% 5
Peringatan/Prasasti
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
gg?gﬁ]gﬁgnMenara Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Tugu/Tanda Batas Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan
Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 5
> 45% s.d 65% 10
Jembatan Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Bangunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
Eggggg?ul;’uetngawan Renovasi > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
Ez\r}v%uggg Eglr:j%(:mbangan Renovasi > 0% s.d 5% 1
> 5% s.d 10% 3
> 10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman
ggﬂg%gﬁ;‘;&glai Bencana Renovasi > 0% s.d 5% 1
Alam
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
Bangunan Pengembangan Renovasi > 0% s.d 5% 1
Sumber Air dan Air Tanah > 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
gg;gunan Air Bersih/Air Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Bangunan Air Kotor Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Instalasi
Q:Elag Air Bersih / Air Renovasi > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor Renovasi > 0% s.d 30% 2
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Persentase Renovasi/ Overhaul Dari | Penambahan

Uraian Jenis Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar | Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)
1 2 3
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
g;::éa;: Pengolahan Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
g]as;é;ﬁrsllasengolahan Bahan Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Instalasi Gardu Listrik Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Instalasi Pertahanan Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
Instalasi Gas Renovasi > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Instalasi Pengaman Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
Jaringan
Jaringan Air Minum Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
Jaringan Listrik Overhaul > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65% 10
Jaringan Gas Overhaul > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
Aset Tetap Dalam Renovasi
Peralatan dan Mesin Dalam Overhaul > 0% s.d 100% 2
Gerdung dan Bangunan Renovasi > 0% s.d 30% 5
Renovasi > 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
32;:2322 Irigasi dan Renovasi > 0% s.d 100% 5
Dalam Renovasi Overhaul

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset
tersebut akan diperoleh;

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.
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4.4.15

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria
berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.Terkait dengan variasi

penyelesaian KDP, pernyataan kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut :

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan
aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset
Tetap definitifnya;

2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan olen OPD, maka aset tersebut dicatat
sebagai Aset Tetap definitifnya;

3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada,
walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat
sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CalLK;

4. Apabila sebagian dari Aset Tetap yang dibangun telah selesai dan telah
digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai
KDP;

5. Apabila suatu asset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan),
karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang,
maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force
majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat
dihapusbukukan; dan

6. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai,
akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Penyajian
KDP disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud
ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu
jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau
jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh
entitas; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Batas minimal kapitalisasi Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan
sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dan nilai sisa/nilai residu diabaikan
dalam menghitung amortisasi.

Adapun tabel masa manfaat Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan
sebagai berikut :

Tabel 4-10 Masa Manfaat Aktiva Tak Berwujud

Masa
Kodefikasi Uraian Manfaat
(tahun)

1|5 ASET LAINNYA
1153 Aset Tidak Berwujud
1(5|3]01 Goodwill 20
1|5|3]|02 Lisensi dan Frenchise 10
1|5] 3|03 | HakCipta 20
1(15|3]| 04 Paten 20
1|5]| 3| 05 | Software 5
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4.4.16

4.4.17

4.4.18

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar
dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak
ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan

kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika

persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan

demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi
adanya pelanggaran, dan

b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh
kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan
kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan

d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events)

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.

Penyajian

Kewajiban disajikan pada pos kewajiban di neraca yang rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah kas yang diterima dari pihak lain namun bukan
merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga belum bisa diakui sebagai
pendapatan daerah, karena belum ada penyerahan barang/jasa yang merupakan hak dari pihak
lain.
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Pengakuan

Pendapatan diterima dimuka diakui karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak lain.

Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan dan pada
akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun pendapatan ke nilai
pendapatan yang merupakan hak pemda pada tahun berjalan. Atas pendapatan yang telah diakui
dari kas yang diterima tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan
diterima di muka.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima dimuka adalah sebesar
nilai barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada pihak
lain sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca dan
rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya
mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan
penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan penerapan standar dan kebijakan
akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1

511

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran,
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang
merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan LRA adalah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan
tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD,
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai
pendapatan negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk
diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan
olen BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
5.1.1 Pendapatan 1.904.753.604.911,00 1.908.478.394.409,06 2.054.350.628.524,73

Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.908.478.394.409,06. Pendapatan tersebut mengalami penurunan
sebesar Rp145.872.234.115,67 atau 7,10% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2021 sebesar
Rp2.054.350.628.524,73. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5-1 Rincian Pendapatan

N . Anggaran 2022 Realisasi 2022 Persentase Realisasi 2021
Jenis Pendapatan
0 (Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 186.393.243.802,00 189.504.490.467,06 101,67 223.136.567.608,59
2 Pendapatan Transfer 1.675.547.665.000,00  1.678.782.423.998,00 100,19  1.729.631.641.136,14
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 42.812.696.109,00 40.191.479.944,00 93,88 101.582.419.780,00
Sah
Jumlah 1.904.753.604.911,00  1.908.478.394.409,06 100,20  2.054.350.628.524,73
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021
(Rp) (Rp) (Rp)
51.1.1 Pendapatan Asli Daerah 186.393.243.802,00 189.504.490.467,06 223.136.567.608,59

(PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar
Rp33.632.077.141,53 atau 15,07%. Penurunan tersebut khususnya pada jenis Lain-lain PAD yang Sah.
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Tabel 5-2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Persentase Realisasi 2021
No Jenis Pendapatan
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
Pajak Daerah 45.273.760.250,00 41.397.270.293,00 91,44 35.114.763.839,00
Retribusi Daerah 19.117.131.398,00 16.881.328.762,00 88,30 14.367.036.052,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 4.544.375.370,00 4.544.375.373,27 100,00 4.260.079.389,45
yang Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah 117.457.976.784,00 126.681.516.038,79 107,85 169.394.688.328,14
Jumlah 186.393.243.802,00  189.504.490.467,06 101,67 223.136.567.608,59

Realisasi 2022

(Rp)
41.397.270.293,00

Realisasi 2021

(Rp)
35.114.763.839,00

Anggaran 2022

(Rp)
45.273.760.250,00

5.1.1.1.1  Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 06 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah
tahun 2022 sebesar Rp41.397.270.293,00 atau 91,44% dari anggaran sebesar Rp45.273.760.250,00 dengan
obyek pendapatan pajak sebagai berikut:

Tabel 5-3 Rincian Pajak Daerah

. Anggaran 2022 Realisasi 2022 Persentase Realisasi 2021
No Jenis Pendapatan
(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 Pajak Hotel 1.515.629.890,00 1.074.779.497,00 70,91 706.656.835,00
2 Pajak Restoran 3.500.000.000,00 4.577.515.764,00 130,79 3.027.371.917,00
3 Pajak Hiburan 101.129.000,00 75.014.160,00 74,18 24.377.900,00
4 Pajak Reklame 1.200.000.000,00 1.242.045.833,00 103,50 1.222.924.141,00
5 Pajak Penerangan Jalan 15.000.000.000,00  14.896.328.061,00 99,31  11.439.546.682,00
6 Pajak Parkir 150.000.000,00 133.130.330,00 88,75 75.027.250,00
7 Pajak Air Tanah 200.000.000,00 226.185.251,00 113,09 194.652.003,00
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17.001.360,00 2.193.500,00 12,90 1.080.000,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  16.090.000.000,00  13.371.289.634,00 83,10 11.135.040.318,00
Perkotaan (PBBP2)
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 7.500.000.000,00 5.798.788.263,00 77,32 7.288.086.793,00
Bangunan (BPHTB)
Jumlah 45.273.760.250,00  41.397.270.293,00 91,44  35.114.763.839,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Restoran merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi
yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 130,79%. Sementara itu Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan
dengan anggarannya yaitu 12,90%.

Tabel 5-4 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah

No Jenis Pendapatan
1 Pajak Hotel

Dasar Hukum Pemungutan

Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang petunjuk
pelaksanaan pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman
pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
